
Menim ang 

Menginga t 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 67 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN 
KATALOG ELEKTRONIK LOKAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) hu ruf b 
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangjJasa 
Pemerintah N mor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan 

atalog Elektronik d alam Pengadaan BarangjJasa Pemerintah, 
dipan ang perlu enetapkan Peraturan B pati T sikmalaya 

ang Pe delega sian Kewenangan Pengelolaan Katalog 
Ele tronik Lokal. 

1. Undang-Undang epublik Indon esia Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentu kan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkun gan Provinsi Djawa Barat (Berit a Negara Tahun 
1950) seb gaimana telah diubah dengan ndang-Undang 
Republik In donesia Nomor 4 Tahu n 1968 ten tang 
Pemb ntukan Kab paten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan menguba h Unda n g-Undang Republik 
In onesia Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provin si 
Dja wa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851) ; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 
diubah dengan Un dang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

4 . Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan BarangjJasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indon esia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 ten tang Peru bah an atas Peraturan Presiden omor 
16 Tahun 20 18 ten tang Pengadaan Baran j asa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 
2021 Nomor 63); 

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang jJasa 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 ten tang Toko Dari g dan 
Katalog Elektronik dalam Pengadaan BarangjJasa 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tah n 2021 
Nomor 491); 

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangjJasa 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan BarangjJasa Pem erintah melalui 
Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tah u n 2021 
Nomor 593) ; 

7 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
20 16 tentang Pembentu kan dan Susun an Organisasi 
Perangkat Dearah Kabu paten Tasikmalaya (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 201 6 Nomor 7) 
sebagaim ana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 ten tang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3) ; 

8. Peraturan Bupati Ta sikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2021 N omor 119); 

9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2022 
tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 12). 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN 
KEWENANGAN PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK 
LOKAL. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peratura n Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah a dalah Daerah Kabupa ten Tas ikmalaya. 

2 . Bupati a dalah Bupati Tasikmalaya. 

3. S kretaris Daerah ada lah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya , 
Pej ba t Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai kewenanga 
penge10laan pengadaa n barangjjasa di Kabu paten Tasikmalaya. 

4 . Unit KeIja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingka t 
adalah Bagian Pengadaan Barang dan J asa Sekretariat 
Kab pa ten Tas ikmalaya. 

s elaku 
dalam 

UKPBJ 
Daerah 

5. Kepala Un it Kerja Pengadaan Bara ng/ Jasa yang se1anjutnya isingkat 
Kepala UKPBJ adalah Kepala Bagian Pengadaan Baran g dan Jasa 
Sekretariat Daerah Kabu paten Tasikmalaya. 

6 . Toko Daring adalah sistem informasi yang m emfasilitasi Pen gada an 
Baran g/ J a sa melalui penyelenggara p erdagangan m ela lu i sistem elektronik 
dan ritel daring. 

7. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektron ik yang memuat informasi 
berupa daftar, jenis, spesifik a si t ekn is, Tingka t Komponen Dalam Negeri, 
produk dalam negeri, produk Standar Na s ional Indonesia, produ k industri 
hijau, n ega r a a sal, h arga, penyedia da n in formasi lainnya terkait barang/jasa. 

8. Katalog Elektron ik Lokal a dalah k a talog elektronik yang disusun dan dike lola 
oleh Pem r intah Da erah . 

BAB II 
PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

Pasal2 

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan pen gelolaan Katalog Elektronik Lokal 
kepada Sekretaris Daerah. 

(2 ) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. menetapkan persyaratan barang/ jasa dan Penyedia Katalog; 

b. menyetujui pencantuman barang/jasa; 

c. mengenakan dan mencabut sanksi kepada Penyedia Katalog; dan 

d. me1akukan monitoring dan evaluasi. 
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BABIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa13 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang 
Peraturan Bupati InI 
Kabupaten Tasikmalaya. 

mengetahuinya , memerintahkan 
dengan penempatannya dalam 

pengundangan 
Berita Daerah 

Ditetapkan di Sin gaparna 
pada tanggal 28.... Iiar.it 2.22 

Diundan gkan di Singaparna 
pada tan ggal 28 Marett 2.22 

SEKREJ' A IS DAERAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 67. 
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